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KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK,
KELUARGA BERENCANA, KEP.ENDUDUKAN DAN P.ENCATATAN SIPIL

PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR : 17-o / 4a /DppKBKpS.s/rl2oLs

TENTANG

PELAKSANAAN KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS PENGELOLAAN INFORMASI
ADMINIS?RASI KEPENDUDUKAN (PIAK) TAHUN ANGGARAN 2019

KEPALA DINAS,

Menimbang : a. bahwa dalam r?-qFa meningkatkan kompetensi petugas
operator atau ADB agar bisa bekerja lebih cepat drn

ffi;l"rHffi .&,lEI,;ffi*'H:*:I;*rXx
administrasi kependudukan baik pendaftaran ierrararrtmaupun pencatatan sipil dapat lebih baik lagi kepada
masyarakat;

b. bahwa untuk menghasilkan penger,olaan 
'' 

Irrforrr*uiAdministrasi Kependudukan I(abipateitXoi yang
ggsuai dengan kaidah-kaidah yang aaa datann peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomoi ZS fafrun 2}ll tentang
Pedoman Pengkqjian, pengembangan dan eengllolaanSistem Administrasi 

_ Kependudikan, *rk " perlu
filatutan k"srlt"n eimbingan teknis--p"i!"tot""r,
Informasi Administrasi Kependudukan; ---o-

e- bahwa bcfdlasafka,ii pefiimbangan sebagdmana
dimaksud dalam huruf a aan huruf b-, p"rlu *""?Lpku"Keputusan Kepara Dinas pengendalian' penduduk,
Sgluarga Berencana, Kependuau"f.a, aan p"rrt,.t.r,
i:?:#""'$ilo?,H,1"T",.Xr",r"Hff i#,#mAdministrasi Ketiendudukan Tahun anggrrrn ZO{g;

Mengingat : 1. undang-undarrg Nomor 2s ?ahun 2006 tentangAdministrasi Kependudukan (Lembaran *&*" nepubrikIndonesia Tahun 2006 Nomor L24,Tatnba#,, rcniuaranN9S9a Republik Indonesia Nomor 4624t, ;Ge"i*.."telah diubah dengan Undang-Und,ang l{o?or e+Tahun 2ols tentang perubahan etas undLe-urra.rrsNomor 2g Tahun 2006 tentang adriinistrasi
Kependudukan (Lembaran Negara Rep:ublik IndonesiaTahun 2OlA Nomor 232, Ta;bahan iembaran lv.g**Republik Indonesia Nomor SaZS);

2.Undang-Undang..



2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OOg tentangperkembangan_ Kependudukan dan eernbangunan
Sgluarsa (Lembaran-Negara Republik rnaonesia Tahun2oo9 Nomor 16r., Tambarran r,emuaran N;;; Republik
Indonesia lyomor SOg0);

3' Peraturan pemerintah Repubrik Indonesia Nomor Lo2Tahun 2Ol2 tentang i?erubahan ,A.tas tp*raturan
Pemerintah Nomor gZ Tahun 2OOT tentang-pefr*"r*"""
Undang-Undaqg Nomor 2g Tahun iOOa tentangAdministrasi Kependudukan;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2s rahun 2oLLtentang p-edoman p.engkajian, pengembangan dan
,f9nsel9ta31 sistem - -Informasi" ---aJirirri"t 

.*ir(epenouctukan;

5' Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor r19 Tahun 2o1g
lg't"rrs P-erubahan Kedua Ads p.eraturan Menteri DalarnNegeri Nomor 102 Tahun 2016 tentang pet*qiut TersrisPenggunaan Dana Alokasi Khusus" nr""n=.,. DanaFelayanan Administrasi Kependudukan; ----.""

6' Peraturan DSerah 
"."*", 

*sumatera 
Barat Nomor gTahun 2016 t"lt rrg perirbentukan darru SusunanPerangkat Daerah prorinsi Sumatera Barat;

7' Peraturan Daerah provinsi sumatera Barat Nomor 16Tahun 2013 tentang Anggaran pendapatan a"r, BelanjaDaerah Tahun 2019,

8' Peraturan Gubernur sumatera Barat Nomor r 1 Tahun2015 tentang Tertib Ad.ministrasi pelaksanaan
Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan pl*"rirrtrf,
Provinsi Sumatera gara!

9. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor Z4 Tahtxt
?0+6 tentang perubahan x"G"" ';;;' plr.t r".r,Gubernur Sumatera Barat Nomor 1g Tahun zOLa
lenfn* Perjaraqan Dinas di Lingkungan- ill.irrt"r,provinsi sumatera Barat; I I u*r'

10' Pera..rran Gubernur sumatera Barat Nomor 7g rahun2016 tentang Kedudukan, Susu.rrn Organisasi, T\.rgasdan Fungsi serta Tata Kerja Oi""" Daerah;

11. Peraturan Gubernur Sumatera Barat
?0.18 . 

tentang pe4iabaran Anggaran
Belanja Daerah Tahun anggard 2OlS,.

Nsrnor 67 Tahun
Pendapatan dan

Memutuskan...



L

Menetapkan:

KESATU :

KEDUA i

MEMUTUSKAN:

Melaksanakan Kegiatan Bimbingan Teknis Pengelolaan

Informasi Administrasi Kependudukan Tahun Anggaran

2OLg sebagaimana tercantum pada Lampiran yang
;"*prk . iagian tidak terpisahkhn dari Keputusari ini,
sebagai berikut :

a. Limpiran I Tim Pelaksana Kegiatan Bimhingan Teknis
Penfelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Tahun
Anggaran 2OL9.

b. Lair:piran II Rincian Biaya Pelaksanaan Kegiatart
eimbingan Teknis Pengelolaan Informasi Administrasi
Kependudukan Tahun Anggaran 2OL9.

Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf a
mempunyai hrgas : 

-

a. Penanlgungiawab Pelaksana : Bertanggung jawab atas
terselenggaranya kegiatan Bimbingan Teknis Pengelolaan

Informasi Administras.i Kependudukan Tah.un Anggaran
20L9.

b. Wakit Penanggungiawab Pelaksana ' : Membantu
Fenanggungiawab dalam tefselenggara-nya ,. kegratan
Bimbingan Teknis Pengelolaan Informasi Adri'Iinistrasi
Kependudukan Tahun Anggaran 20L9.

c. Koordinator Pelaksarla : Melakukan koordinasi dengan
seluruh anggota dalarn pelaksanaan kegiatan Bimbingan
Teknis Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
Tahun Anggaran 2OL9.

d. Ketua Pelaksana : Melaporkan hasil kegiatan Bimbingan
Teknis Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
Tahun Anggaran 2019 kepada Koordinator Pelaksana.

e. Wakil Ketua : Membantu Ketua Pelaksana dalarn
pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis Pengelolaan
Informasi Administrasi Kependudukan Tahun Anggaran
20L9.

f. Sekretaris : Membuat Matriks Penataan Administrasi
Kependudukan qe-bagai batran untuk pelaksanaan
Bimbingan Teknis ke Kabupaten/Kota serta melakukan
rekapitulasi Laporan Hasil Pelaksanaan Bimbingan Teknis
Pengelolaan Informasi Adminisirasi Kependrrdukan di
Kahupaten/Kota.

g. Anggota : Bersama seluruh Tim melaksanakan E"gi"t l
Bimbingan Teknis Pengelolaan Inforrnasi Administrasi
Kependudukan Tahun dnggaran" 2OLg berdasarkan
ivtatrit<s Penataan Administraii Kependudukan yang telah
dibuat oleh Sekretaris dan membuat Laporan serta
melakukan analisa Hasil Bimbingan Teknis Fengelolaan
Informasi Administrasi Kependudukan untuk masing-
masing Kabupaten / Kota,.

Ketiga...



KETIGA

KEEMPAT :

KELTMA

KEENAM

Dalam melaksanakan tugasnya, tim sebagaimana dimaksud
dalam diktum KESATU hudf a bertanggung jawab kepada
Kepala Dinas Pengendalian penduduk, tr"r"ii" BJr"rr"rrru.,
Kependudukan dan pencatatan sipit proviisi sumatera
Barat.

Aqabila terjadi perubahan susunan personil Tim
sebagaimana dimaksud dalam dikttrrn KESATU huruf a
akiba-t mutasi, maka cuk*p dengan melampirkan sK mutasi
yang bersangkurtan.

pegala biaya ry1g- ditimbulkan akibat dikeluarkannya
keputusan ini dibebankan kepada Dana APBD provinsi
Sumatera Barat Tahun Anggar# 2O1.S..

Keput'san ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Apabila terdapat keliruan dalam peietapant#", 

"tr,, diubah
dan diperbaiki kembali sebagaiman" *""ti.ry". '

Ditetapkan di Padang

"pada tanggat 11 Januari 2OLg

KTPALIT DINAS

Tellrbusen disampaikan kenada yth :
1. Yang bersangkrrtan
2. Arsip

NrP.19661105 199403 1 00S



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK,
KELU,,{RGA. BERENCA,NA,, KEP.ENDUDUKA,N D,qN P-ENCATATAN
SPIL PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR : 4?D / az IDPPKBKPS.S lll2olg
TANGGAL : 11 JANUARI 2Al9
TENTANG : PELAKSANAAN KEGIATAN BIMBINGAN. TEKNIS

PENGELOI"AAN INFORMASI ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN TAHUN ANGGARAN 2OL9

IIM PELAKSANA KEGIATAN BIMBIITGAN TEI(IIIS
PEITGELOLIIAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAII

TAHUN ANGGARAN 2OL9

I(EPALIL DINATT

NO NAMA/JABATAII JABATAN DALITM TIM
1 H. NOVRIAL, S.8., M.A., Akt.

Kepala Dinas
Penanggung Jawab

klaksana
2 Ir. PUTRI RENO SARI, M.Si.

Sekretaris Dinas
Wakil Penanggung Jawab

Pelaksana
3 EZEDDIN ZAIN, S.H., M.E.

Kabid PIAK dan Pemanfaatan Data
Koordinator Pelaksana

4 DENY LESMANA DARUSAMIN, S.T.
Kasi Keriasama dan Inovasi Pelayanan

Ketua Pelaksana

5 DESI AGUSTINA SYAI{RIAI;, S.E. 
a

Kasi Pengolahan dan Penyqiian Data
Kependudukan

IVakilKetua

6 NINI AFRI.ANI, S.E.,M.I.KOM
Kasi Moniiorine dan Evaiuasi

Sekretaris

7 FITHRATUL MUSLIMAH, S.Kom.
Sfqf Ridqno PIAI{ dqn Pevnarrfaa'fan T''lrfa

Anggota

8 STEFT\N AI\ITONIO, S. STP.
Staf Bidans PIAK dan Pemanfaatan Data

Anggota

I NONONG HANUGBAH, S.Kom.
Staf Bidane PIAK dan Pemanfaatan Data

Anggota

10 YUSMAINI
Si;af Bidans PIAK dan Pemanfaaian Data

Anggota
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